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KABUPATEN PONTIANAK DI KABUPATEN KUBU RAYA

a.

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, telah
dibentuk Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan pemekaran dari

Kabupaten Pontianak;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat diatur
bahwa sebelum Kabupaten Kubu Raya menetapkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang
yang berlaku, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Pontianak
tetap berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya

serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

bahwa untuk maksud sebagaimanan huruf a dan hurut b diatas, maka

perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Kubu Raya:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685) sebagai mana telah diubah dengan



10.

11.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) vang
telah ditetapkan  dengan Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 2005
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten
Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 101);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
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21.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028):
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(L.embaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (L.embaran
Negara Tahun 2005 Nomorl139, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
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24.
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. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan
Baran/Jasa Pemerintah sebagai mana telah beberapa kali diubah dan

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah (APBD) Tahun
Anggaran 2008;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/Tahun 2002 tentang

Pengakuan Wewenang Kabupaten dan Kota;

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu

Raya;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PELAKSANAAN
PASAL 20 AYAT (1) DAN (2) ATURAN PERALIHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN KUBU RAYA DIPROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.



4. Kabupaten Kubu Raya adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101.

5. Kabupaten Pontianak adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) yang
merupakan kabupaten asal Kabupaten Kubu Raya.

6. Organisasi adalah kumpulan orang dalam pembagian kerja yang jelas dan formal yang
mempunyai unsur-unsur serta hubungan hirarki antara satu dengan lainnya dan bekerja sama

untuk mencapai tujuan bersama.

7. Tata Kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
serta pengetahuan kerjasama dari masing-masing jabatan dalam suatu organisasi dengarn

maksud untuk melaksanakan tugas pokok.

8. Tugas Pokok adalah kegiatan yang dilakukan sebagai landasan untuk mencapai sasaran serta

tujuan organisasi.

9. Fungsi adalah rangkaian kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya mempunyai hubungan

yang erat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok.

BAB 11
PELAKSANAAN

Pasal 2

Dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat maka semuq
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Pontianak dan peraturan pelaksanaan lainnya tetap
berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebelum Kabupaten Kubu
Raya menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan serta Keputusan Bupati yang baru.

Pasal 3
: 17

Semua Perangkat Daerah, hak dan kewajiban serta kewenangan pemerintahan berdasarkan
Perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang

lebih tinggi akan disesuaikan dengan wilayah dan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 4

Memerintahkan kepala Dinas, Badan, Kantor di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya
untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Bupati ini dengan penuh

tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah dan ketentuan lainnya, serta dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat.

Pasal §

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pcraturan Buapti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di  Sungai Raya
pada tanggal 21 Februari 2008

PEJABAT BUPATI KUBU RAYA,

ttd

KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Februari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum




